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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pengaturan hukum
hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta
menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta dan bagaimana
perbuatan vyang tidak dianggap sebagai
pelanggaran hak cipta. Dengan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif,
disimpulkan: 1. Pengaturan hukum hasil karya
yang tidak dilindungi hak cipta
menurutUndang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta, seperti hasil karya
yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
dan setiap ide, prosedur, sistem, metode,
konsep, prinsip, temuan atau data walaupun
telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan,
dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah
ciptaan; dan alat, benda, atau produk yang
diciptakan hanya untuk menyelesaikan
masalah teknis atau yang bentuknya hanya
ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan
manusia terhadap suatu alat, benda, atau
produk tertentu yang berdasarkan bentuknya
memiliki kegunaan dan fungsi tertentu. 2.
Perbuatan vyang tidak dianggap sebagai
pelanggaran hak cipta, seperti pengumuman,
pendistribusian, komunikasi, dan/atau
penggandaan lambang negara dan lagu
kebangsaan menurut sifatnya yang asli dan
segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau
atas nama pemerintah. Pengambilan berita
aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari
kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat
kabar atau sumber sejenis lainnya dengan
ketentuan sumbernya harus disebutkan secara
lengkap. Berita aktual adalah berita yang
diumumkan atau dikomunikasikan  kepada
publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh
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empat) jam sejak  pertama  kali
dikomunikasikan kepada publik danperbuatan
yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak
cipta lainnya menurut Pasal 43Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata kunci: Hasil karya yang tidak dilindungi
hak cipta menurut undang-undang nomor 28
tahun 2014 tentang hak cipta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta.Pasal 41 juga disebutkan

hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta selain
hasil karya yang dapat dilindungi hak cipta.

Setiap orang bebas dan boleh mengumumkan

atau memperbanyak ciptaan tersebut untuk

keperluan apa saja karena ciptaan tersebut
bukan merupakan ciptaan milik pribadi
seseorang.’

Ciptaan vyang tidak dilindungi tersebut
antara lain:

a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam
bentuk nyata;

b. setiap ide, prosedur, sistem, metode,
konsep, prinsip, temuan atau data
walaupuntelah diungkapkan, dinyatakan,
digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan
dalam sebuah Ciptaan; dan

c. alat, benda, atau produk yang diciptakan
hanya untuk menyelesaikan masalah teknis
atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk
kebutuhan fungsional.®
Pengaturan hukum hasil karya yang tidak

dilindungi hak ciptadan perbuatan yang tidak

dianggap sebagai pelanggaran hak cipta
sebagaimana diatur dalamUndang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

merupakan upaya hukum untuk menegaskan

adanya pembatasan hak cipta, sehingga
perbuatan vyang tidak dianggap sebagai
pelanggaran hak cipta juga perlu diatur dalam
peraturan perundang-undangan guna
memberikan kepastian hukum bagi setiap
orang untuk mengetahui perbuatan vyang
merupakan pelanggaran hak cipta dan

>Siti Hatikasari. Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem
First to Announce Atas Karya Cipta. Supremasi Hukum:
Jurnal Penelitian Hukum.p-ISSN: 1693-766X; e-ISSN: 2579-
?663, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018, 118-132.him. 125.

Ibid.
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perbuatan yang bukan merupakan pelanggaran
hak cipta.

Pengaturan hukum ini diperlukan agar
masyarakat dapat mengetahui dengan pasti
adanya ketentuan-ketentuan hukum yang
mengatur mengenai hasil karya yang tidak
dilindungi hak cipta dan perbuatan yang tidak
dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaturan hukum hasil
karya yang tidak dilindungi hak cipta
menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah perbuatan yang tidak
dianggap sebagai pelanggaran hak cipta?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian  hukum  normatif,
merupakan metode penelitian yang digunakan
untuk menyusun penulisan ini. Bahan-bahan
hukum vyang digunakan terdiri dari: bahan
hukum primer ialah peraturan perundang-
undangan di bidang hak cipta dan bahan hukum
sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal
hukum dan artikel hukum serta bahan hukum
tersier terdiri dari kamus umum dan kamus
hukum. Bahan hukum primer dan sekunder
yang digunakan dianalisis secara normatif dan
kualitatif. Penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian
hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan (di samping adanya penelitian
hukum sosiologis atau empiris yang terutama
meneliti data primer).’

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hasil Karya Yang Tidak
Dilindungi Hak Cipta Menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta. Pasal 41. Hasil karya yang

tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam
bentuk nyata;

b. setiap ide, prosedur, sistem, metode,
konsep, prinsip,temuan atau data

7Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta. 1995, him. 13-14.

walaupun telah diungkapkan, dinyatakan,

digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan

dalam sebuah Ciptaan; dan

c. alat, benda, atau produk yang diciptakan
hanya untuk menyelesaikan masalah teknis
atau vyang bentuknya hanya ditujukan
untuk kebutuhan fungsional.

Penjelasan Pasal 41 huruf (c) Yang
dimaksud dengan "kebutuhan fungsional"
adalah kebutuhan manusia terhadap suatu
alat, benda, atau produk tertentu vyang
berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan
danfungsi tertentu.

Fungsi sosial hak cipta adalah memberi
kesempatan kepada masyarakat luas untuk
memanfaatkan ciptaan itu guna kepentingan
pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan
pemecahan masalah, pembelaan perkara di
pengadilan, bahan ceramah dengan
menyebutkan sumbernya secara lengkap.®

Pasal 42. Tidak ada Hak Cipta atas hasil
karya berupa:

a. hasil rapat terbuka lembaga negara;

b. peraturan perundang-undangan;

c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat
pemerintah;

d. putusan pengadilan atau penetapan
hakim; dan

e. kitab suci atau simbol keagamaan.

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya
disingkat sebagai HKI) timbul dari kemampuan
intelektual manusia. permasalahan HKI adalah
permasalahan yang terus berkembang. Pada
awalnya masalah HKI adalah masalah yang
sangat sederhana, namun seiring perjalanan
waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang
ada di dalam HKI semakin bertambah
kompleks.’

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta. Pasal 41. Hasil karya yang
tidak dilindungi Hak Cipta, mengatur mengenai
Pembatasan Perlindungan, sebagaimana
dinyatakan pada Pasal 26. Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal
24,dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan
dan/atau produk Hak Terkait untuk

¥Kanti Rahayu. Kajian Hukum Tentang Penerapan Fungsi
Sosial Hak Cipta (Copyleft) Di Indonesia. Diakses
4/18/2020 7:31 Wita.him.36.

9Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek,
Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011, him. 1.
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pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan

hanya untuk keperluan penyediaan

informasi aktual;

b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait hanya untuk kepentingan penelitian
ilmu pengetahuan;

c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait hanya untuk keperluan pengajaran,
kecuali pertunjukan dan Fonogram vyang
telah dilakukan Pengumuman sebagai
bahan ajar; dan

d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan
dan pengembangan ilmu pengetahuan yang
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau
produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa
izin Pelaku Pertunjukan, Produser
Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang
timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan  sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.'®

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi
(economic rights) dan hak moral (moral rights).
Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan
manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk
terkait. Hak moral adalah hak yang melekat
pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat
dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun
walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut
telah dialihkan."*

B. Perbuatan Yang Tidak Dianggap Sebagai
Pelanggaran Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, mengatur tentang

Pembatasan Hak Cipta, sebagaimana diatur

dalam Pasal 43. Perbuatan yang tidak dianggap

sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi,
dan/atau Penggandaan lambang negara
dan lagu kebangsaan menurut sifatnya
yang asli;

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi,
dan/atau Penggandaan segala sesuatu

1%;ti Hatikasari. Op.Cit. him 120 (Lihat Republik Indonesia,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014
Nomor 266, dan Tambahan Lembaran Negara (TLM)
Nomor 5599, Pasal 1 angka 1).

Ybid. him. 120
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yang dilaksanakan oleh atau atas nama
pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi
oleh peraturan perundang-undangan,
pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau
ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan
Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi,
dan/atau Penggandaan;

c. Pengambilan berita aktual, baik
seluruhnya maupun sebagian dari kantor
berita, Lembaga Penyiaran, dan surat
kabar atau sumber sejenis lainnya dengan
ketentuan sumbernya harus disebutkan
secara lengkap; atau

d. Pembuatan dan penyebarluasan konten
Hak Cipta melalui media teknologi
informasi dan komunikasi yang bersifat
tidak komersial dan/atau menguntungkan
Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta
tersebut menyatakan tidak keberatan atas
pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau
Pendistribusian Potret Presiden, Wakil
Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil
Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan
lembaga negara, pimpinan
kementerian/lembaga  pemerintah  non
kementerian, dan/atau kepala daerah
dengan memperhatikan martabat dan
kewajaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal 43 huruf (b) Yang dimaksud

dengan 'Pengumuman, Pendistribusian,

Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala

sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas

nama pemerintah" misalnya, Pengumuman,

Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau
Penggandaan segala sesuatu yang
dilaksanakan oleh atau atas nama

pemerintah  terhadap hasil riset vyang

dilakukan dengan biaya negara. Huruf (c) Yang

dimaksud dengan "berita aktual" adalah berita
yang diumumkan atau dikomunikasikan
kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali
dua puluh empat) jam sejak pertama kali
dikomunikasikan kepada publik.

Pasal 44 ayat:

(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan,
dan/atau pengubahan suatu Ciptaan
dan/atau produk Hak Terkait secara
seluruh atau sebagian yang substansial
tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak
Cipta jika sumbernya disebutkan atau
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dicantumkan secara lengkap untuk

keperluan:

a. pendidikan, penelitian, penulisan
karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik atau tinjauan suatu
masalah dengan tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari Pencipta
atau Pemegang Hak Cipta;

b. keamanan serta penyelenggaraan
pemerintahan,legislatif, dan peradilan;

c. ceramah vyang hanya untuk tujuan
pendidikan dan ilmu pengetahuan;
atau

d. pertunjukan atau pementasan yang
tidak dipungut bayaran dengan

ketentuan tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari
Pencipta.

(2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk
penyandang tuna netra, penyandang
kerusakan penglihatan atau keterbatasan
dalam membaca, danf atau pengguna
huruf braille, buku audio, atau sarana
lainnya, tidak dianggap sebagai
pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya
disebutkan atau dicantumkan secara
lengkap, kecuali bersifat komersial.

(3) Dalam hal Ciptaan berupa karya
arsitektur, pengubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) tidak dianggap
sebagai pelanggaran Hak Cipta jika
dilakukan berdasarkan pertimbangan
pelaksanaan teknis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi
akses terhadapCiptaan bagi penyandang
tuna netra, penyandang kerusakan
penglihatan dan keterbatasan dalam
membacadan menggunakan huruf braille,
buku audio, atau saranalainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal 44 ayat (1)Yang dimaksud

dengan "sebagian yang substansial" adalah

bagian yang paling penting dan khas yang
menjadi ciri  dari Ciptaan.Huruf (a) Yang
dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah

kepentingan yang didasarkan pada

keseimbangan dalam menikmati manfaat
ekonomi atas suatuCiptaan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "fasilitasi
akses atas suatu Ciptaan adalah pemberian

fasilitas  untuk  melakukan  penggunaan,

pengambilan,  Penggandaan, pengubahan

format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/
atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh
atau sebagian yang substansial.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan
“berdasarkan pertimbangan pelaksanaan
teknis", misalnya, perubahan luas tanah yang
tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris,
komposisi material bahan yang berbeda, dan
perubahan bentuk arsitektur karena faktor
alam.
Pasal 45 ayat:
(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan
atau adaptasi Program Komputer yang
dilakukan oleh pengguna yang sah dapat
dilakukan tanpa izin Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut
digunakan untuk:
a. penelitian dan pengembangan
Program Komputer tersebut; dan

b. arsip atau cadangan atas Program
Komputer yang diperoleh secara sah
untuk mencegah kehilangan,
kerusakan, atau tidak dapat
dioperasikan.

(2) Apabila penggunaan Program Komputer
telah berakhir, salinan atau adaptasi
Program Komputer tersebut harus
dimusnahkan.

Penjelasan Pasal 45 ayat (1) Seorang
pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta)
Program Komputer dapat membuat | (satu)
salinan atau adaptasi atas Program Komputer
yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian
dan pengembangan Program Komputer
tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang
hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan
cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran
Hak Cipta.

Pasal 46 ayat:

(1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi
atas  Ciptaanyang telah  dilakukan
Pengumuman hanya dapat dibuat
sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat
dilakukan  tanpa izinPencipta atau
Pemegang Hak Cipta.

(2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mencakup:

a. karya  arsitektur  dalam  bentuk
bangunan atau konstruksi lain;
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b. seluruh atau bagian yang substansial
dari suatu buku atau notasi musik;

c. seluruh atau bagian substansial dari
database dalam bentuk digital;

d. Program Komputer, kecuali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (1); dan

e. Penggandaan untuk  kepentingan
pribadi yang pelaksanaannya
bertentangan dengan kepentingan
yang wajar dari Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta.

Pasal 47. Setiap perpustakaan atau
lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial
dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan
atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta dengan cara:

a. Penggandaan tulisan secara reprografi
yang telah dilakukan Pengumuman,

diringkas, atau dirangkum  untuk
memenuhi permintaan seseorang dengan
syarat:

1. Perpustakaan atau lembaga arsip
menjamin  bahwa salinan  tersebut
hanya akan digunakan untuk tujuan
pendidikan atau penelitian;

2. Penggandaan tersebut dilakukan secara
terpisah dan jika dilakukan secara
berulang, Penggandaan tersebut harus
merupakan kejadian yang tidak saling
berhubungan; dan

3. Tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh
Lembaga Manajemen Kolektif kepada
perpustakaan atau lembaga arsip
sehubungan  dengan  bagian yang
digandakan.

b. Pembuatan salinan dilakukan untuk
pemeliharaan, penggantian salinan vyang
diperlukan, atau  penggantian salinan
dalam hal saiinan hilang, rusak, atau
musnah dari koleksi permanen di
perpustakan atau lembaga arsip lain
dengan syarat:

1. perpustakan atau lembaga arsip tidak
mungkin memperoleh salinan  dalam
kondisi wajar; atau

2. pembuatan salinan tersebut dilakukan
secara terpisah atau jika dilakukan
secara berulang, pembuatan salinan
tersebut harus merupakan kejadian
yang tidak saling berhubungan.

Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/0Okt-Des/2020

c. pembuatan salinan dimaksudkan unluk
Komunikasi ataupertukaran informasi
antarperpustakaan, antarlembaga arsip,
serta antara perpustakaan dan lembaga
arsip.

Pasal 48. Penggandaan, Penyiaran, atau
Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan
informasi yang menyebutkan sumber dan
nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap
pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan
Ciptaan berupa:

a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah
dilakukan Pengumuman baik dalam media
cetak maupun media elektronik kecuali
yang salinannya disediakan oleh Pencipta,
atau berhubungan dengan Penyiaran atau
Komunikasi atas suatu Ciptaan;

b. laporan peristiwa aktual atau kutipan
singkat dari Ciptaan yang dilihat atau
didengar dalam situasi tertentu; dan

c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau ciptaan
sejenis yang disampaikan kepada publik.
Bidang perdagangan adalah salah satu yang

ikut terkena perkembangan arus globalisasi
terutama karena perkembangan teknologi
informasi dan transportasi telah menjadikan
kegiatan di sektor ini semakin meningkat.
Dalam sektor perdagangan negara semakin
mengandalkan kegiatan ekonomi dengan
produk-produk vyang dihasilkan atas dasar
kemampuan intelektual manusia seperti karya
cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan
sastra. Salah satu hasil karya cipta di bidang
ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah
karya tulis.*?

Karya tulis adalah suatu karya yang
diungkapkan melalui perasaan sehingga
membentuk suatu sastra yang bisa dinikmati
orang banyak. Karya tulis merupakan hasil
ciptaan dari penulis. Penulis membuat suatu
ciptaan karya tulis yang diterbitkan atau
diumumkan dalam bentuk buku. Secara
tradisional buku didefinisikan sebagai
penerbitan suatu karya tulis dan atau gambar
dalam bentuk sekumpulan halaman yang dijilid

12Bagus Bintara Putra.Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta
Hasil Karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan
Perlindungan Hukum.Unnes Law Journal 2 (2) (2013.ISSN
2252-6536.him. 226.
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dan biasanya diproduksi dalam sejumlah

eksemplar tertentu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta,Pasal 49 ayat:

(1) Penggandaan sementara atas Ciptaan
tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta
jika Penggandaan tersebut memenubhi
ketentuan:

a. pada saat dilaksanakan transmisi
digital atau pembuatan Ciptaan secara
digital dalam media penyimpanan;

b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas
izin  Pencipta untuk  mentransmisi
Ciptaan; dan

c. menggunakan alat vyang dilengkapi

mekanisme penghapusan salinan
secara otomatis yang tidak
memungkinkan  Ciptaan tersebut
ditampilkan kembali.

(2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat

membuat rekaman sementara tanpa izin

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk

tujuan aktivitasnya dengan alat dan

fasilitasnya sendiri.

(3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan
rekaman  sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak
pembuatan atau dalam waktu yang lebih
lama dengan persetujuan Pencipta.

(4) Lembaga Penyiaran dapat membuat |
(satu) salinan rekaman sementara yang
mempunyai karakteristik tertentu untuk
kepentingan arsip resmi.

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Yang
dimaksud dengan "Penggandaan sementara"
adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan
secara tidak permanen yang dilakukan dengan
media digital, misalnya perbanyakan lagu atau
musik, buku, gambar, dan karya lain dengan
media komputer  baik  melalui jaringan
intranet maupun internet yang kemudian
disimpan secara temporer dalam tempat
penyimpanan digital. Ayat (4)Yang dimaksud
dengan "karakteristik tertentu" adalah
rekaman yang berisi film  dokumenter,
sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah
lewat masa pelindungan hukumnya.

Pasal 50. Orang dilarang melakukan
Pengumuman, Pendistribusian, atau

1bid. him. Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta. P.T. Alumni.
Bandung. 2005. him. 171.

Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan
moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum,
atau pertahanan dan keamanan negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, mengatur tentang
Pembatasan Hak Cipta. Pasal 51 ayat:

(1) Pemerintah dapat menyelenggarakan
Pengumuman, Pendistribusian, atau
Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui
radio, televisi dan/atau sarana lain untuk
kepentingan nasional tanpa izin dari
Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan
wajib memberikan imbalan kepada
Pemegang Hak Cipta.

(2) Lembaga Penyiaran vyang melakukan
Pengumuman, Pendistribusian, atau
Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak
mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk
Lembaga Penyiaran tersebut dengan
ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya,
Lembaga Penyiaran tersebut harus
mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif

Pencipta atauPemegang Hak Cipta untuk
mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.
Pengelola tempat perdagangan dilarang
membiarkan penjualan atau penggandaan
barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak
Terkait di tempat perdagangan vyang
dikelolanya. Hak ekonomi atas suatu Ciptaan
tetap beradadi tangan Pencipta selama
Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh
hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak
atas Ciptaan. Suatu ciptaan dikatakan telah
dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut
telah dapat dilihat secara kasat mata atau
dapat didengar. Sejak saat itu pencipta atau
pemegang hak cipta telah memiliki hak ekslusif
atas ciptaannya tanpa memerlukan
pendaftaran hak secara formal.**

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta
yang timbul secara otomatis berdasarkan
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

14Ayup Suran Ningsih dan Balgis Hediyati Maharani.
Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film
Secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun
2019.hIm. 14. (Lihat Ras Elyta Ginting, Hukum Hak Cipta
Indonesia (Analisis Teori dan Praktik), Citra Aditya Bakti.
Bandung. 2012. him. 64
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mengurangi  pembatasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keberadaan hak cipta di Indonesia sudah ada
sejak zaman Belanda. Hak Cipta diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun2014 tentang
Hak Cipta. Selain dibahas dalam peraturan
perundang-undangannya sendiri, hak cipta juga
dibahas dalam Undang-Undang Number 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.™

Perlindungan  hukum  sendiri  sangat
dibutuhkan bagi berbagai pihak karena
perlindungan hukum merupakan sarana untuk
memberikan  salah satu bentuk  wujud
pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM) yang diberikan oleh hukum itu sendiri
atas tindakan yang dianggap merugikan bagi
pihaknya oleh pihak lainnya, dan perlindungan
ini diberikan kepada masyarakat agar dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum itu sendiri. Perlindungan hukum sendiri
juga dalam memberikan perlindungan kepada
masyarakat dapat berupa perlindungan hukum
secara preventif atau perlindungan hukum
dalam hal mencegah, guna memberi batasan
kepada berbagai pihak agar tidak terjadi ada
pihak yang terugikan oleh pihak lain karena
perbuatannya tersebut dan juga perlindungan
hukum secara represif atau perlindungan
hukum dalam hal penegakkan atas pelanggaran
yang dibuat oleh pihak lain, merupakan
tindakan yang diberikan secara langsung
terhadap pihak pelanggar berupa sanksi-sanksi
yang telah dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan itu sendiri.'®

Pengaturan hukum dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
dimaksudkan untuk memberikan kepastian
hukum akan adanya pengaturan mengenai hasil
karya yang tidak dilindungi hak cipta dan
pembatasan hak cipta, khususnya tentang
bentuk-bentuk perbuatan yang tidak
dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.
Dengan demikian Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah
memberikan keseimbangan terhadap
kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta
khsususnya perlindungan hak moral dan
ekonomi dengan kepentingan masyarakat
untuk menggunakan hasil karya yang tidak

1pid. him. 19.
®1pid. him. 29.
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dilindungi hak cipta dan bentuk perbuatan
yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak
cipta, tetapi harus dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum hasil karya yang tidak
dilindungi hak cipta menurutUndang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta, seperti hasil karya vyang
belum diwujudkan dalam bentuk nyata
dan setiap ide, prosedur, sistem,
metode, konsep, prinsip, temuan atau
data walaupun telah diungkapkan,
dinyatakan, digambarkan, dijelaskan,
atau digabungkan dalam sebuah ciptaan;
dan alat, benda, atau produk yang
diciptakan hanya untuk menyelesaikan
masalah teknis atau yang bentuknya
hanya ditujukan untuk kebutuhan
fungsional. Kebutuhan fungsional adalah
kebutuhan manusia terhadap suatu alat,
benda, atau produk tertentu yang
berdasarkan bentuknya memiliki
kegunaan dan fungsi tertentu.

2. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai
pelanggaran hak cipta, seperti
pengumuman, pendistribusian,
komunikasi, dan/atau penggandaan
lambang negara dan lagu kebangsaan
menurut sifatnya yang asli dan segala
sesuatu yang dilaksanakan oleh atau
atas nama pemerintah, misalnya, segala
sesuatu yang dilaksanakan oleh atau
atas nama pemerintah terhadap hasil
riset yang dilakukan dengan biaya
negara, kecuali dinyatakan dilindungi
oleh peraturan perundang-undangan,
pernyataan pada ciptaan tersebut, atau
ketika terhadap ciptaan tersebut

dilakukan pengumuman,
pendistribusian, komunikasi, dan/atau
penggandaan. Pengambilan berita

aktual, baik seluruhnya maupun
sebagian dari kantor berita, lembaga
penyiaran, dan surat kabar atau sumber
sejenis  lainnya  dengan ketentuan
sumbernya harus disebutkan secara
lengkap. Berita aktual adalah berita
yang diumumkan atau dikomunikasikan
kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga
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kali dua puluh empat) jam sejak
pertama kali dikomunikasikan kepada
publik danperbuatan yang tidak dianggap
sebagai pelanggaran hak cipta lainnya
menurut  Pasal 43Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta.

B. Saran

1. Sehubungan dengan adanya pengaturan
hukum hasil karya yang tidak dilindungi
hak cipta, maka diperlukan pemahaman
akan adanya hasil karya yang dilindungi
hak cipta dan ada pula hasil karya yang
tidak dilindungi hak cipta. Hal itu perlu
diatur dalam peraturan perundang-
undangan untuk menjaga keseimbangan
antara kepentingan pencipta, pemegang
hak cipta, atau pemilik hak terkait
dengan masyarakat dan  untuk
memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat agar hasil karya yang
dilindungi hak cipta tidak boleh dilanggar
sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Berkaitan dengan perbuatan yang tidak
dianggap sebagai pelanggaran hak cipta
maka pemerintah dapat
menyelenggarakan pengumuman,
pendistribusian, atau komunikasi atas
suatu ciptaan melalui radio, televisi
dan/atau sarana lain untuk kepentingan
nasional tanpa izin dari pemegang hak

cipta, dengan ketentuan wajib
memberikan imbalan kepada pemegang
hak cipta.
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